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ABSTRAK 

Viki Novita (2014/14136009) :Analisis Implementasi Rencana Pola Ruang 
Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2011-2031. Skripsi. Program Studi  
Geografi, Universitas Negeri Padang. 2019 

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui bagaimana implementasi pola 
ruang kabupaten dharmasraya dan, 2) mengetahui peyebab ketidaksesuaian antara 
rencana di RTRW dengan Implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya 

Jenis penelitian ini adalah mixed method, penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Dharmasraya bulan Sebtember Tahun 2018. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa Peta RTRW, citra spot 6 tahun 2017 
dan dokumen pembangunan. Teknik analisis berupa analisis kuantitatif dan 
kualitatif. Analisis kuantitatif dengan cara analisis overlay peta rencana dengan 
pembangunan dan analisis kualitatif dengan cara melakukan wawancara ke 
Bappeda dan Dinas Satu Pintu. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai 
dengan perencanaan dalam RTRW, yakni kawasan perkebunan yang tidak 
termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 87.472 Ha, kawasan 
permukiman yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 
1.719 Ha, kawasan persawahan yang tidak termasuk dalam peta rencana pola 
ruang terdapat seluas 2.915 ha, kawasan pertanian lahan kering yang tidak 
termasuk dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 8.853 Ha dan 
perencanaan kawasan hutan rakyat yang tumpang tindih dengan kawasan 
perizinan pertambangan PT Incasi di Kecamatan Asam Jujuhan. 2) alih fungsi 
lahan, dinamika pembangunan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap 
pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, satuan kerja perangkat daerah tidak 
terikat dengan RTRW, peta status tanah tidak menjadi pertimbangan dalam 
RTRW, dinas yang terkait dalam pembangunan tidak merujuk satu peta dalam 
pembangunan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan 
pembangunan, pembangunan maupun peirizinan sudah dilakukan dan sudah 
diberikan sebelum penyususnan RTRW. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 
ketidaksesuain antara pembangunan dengan perencanaan. 
Kata kunci: Perencanaan RTRW,  Kesesuaian Pembangunan, Penyebab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

       Rencana tata ruang wilayah adalah dokumenn perencanaan pembangunan 

suatu wilayah yang terdiri atas struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang 

meliputi pusat-pusat permukiman, sistem jaringan jalan yang berfungsi untuk 

mendukung kegiatan sosial masyarakat dan memiliki hubungan fungsional. Lain 

halnya dengan struktur ruang, pola ruang merupakan pembagian fungsi kawasan 

dimana tempat beraktivitasnya masyarakat dan berdampak pada pembangunan 

suatu wilayah. Rencana pola ruang meliputi rencana peruntukan ruang fungsi 

budidaya dan peruntukan ruang fungsi lindung, untuk kegiatan pelestarian 

lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 

Menurut Ahyuni (2011)  bahwa perencanaan  pembangunan menekankan  

pendekatan  sektoral berdasarkan  pembagian pembangunan  dalam  berbagai  

bidang sementara  perencanaan  keruangan berdasarkan   pendekatan  

komprehensif  dalam  kesatuan  geografis pembangunan dan dalam 

penyusunannya  disusun  oleh  tim penyusun  dengan  latar  belakang perencanaan 

wilayah dan kota dan disusun  oleh  departemen/dinas pekerjaan  umum. 

Perumusan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dilakukan 

melalui pendekatan secara admisitrasi yang mencakup rencana struktur ruang dan 

rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya, yang dalam pemanfaatannya 

mempertimbangkan banyak hal sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara 
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pemanfaatan kawasan lindung dengan kawasan budidaya. Sehingga ketika 

dilakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dapat kita ketahui 

bagaimana kinerja pembangunan terhadap perencanaan yang telah dirumuskan. 

Terkait kinerja ini menurut Ahyuni (2011) kinerja  pembangunan  diukur  

dari seberapa  jauh  keberhasilan  pemerintah  dalam  menjalankan  target rencana 

pembangunan.  Target pembangunan  biasanya  dirumuskan dalam bentuk 

terukur-kuantitatif persektor. RTRW sebagai dokumen  rencana  keruangan  

merumuskan  program  pembangunan secara  komprehensif  dalam  satuan 

geografis  tetapi  tidak  pernah terumuskan   sebagai  target  pembangunan  yang  

perlu  dipertanggungjawabkan. RTRW lebih banyak berbicara  wujud  ruang  

yang  akan dibentuk   20  tahun  mendatang, sekedar  menjadi  rujukan  

pertimbangan  penyusunan  program  tanpa dimasukkan  sebagai  target  

pencapaian  pembangunan  yang  memiliki konsekuensi penganggaran. 

     Perencanaan  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Dharmasraya 2011  –  2031  

ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten 

Dharmasraya yang bersifat umum disusun  berdasarkan  pendekatan  wilayah  

administratif kabupaten  dengan  muatan  substansi  mencakup  rencana struktur  

ruang  dan  rencana  pola  ruang.  RTRW  juga  disusun berdasarkan  pendekatan  

nilai  strategis  kawasan  dan/atau kegiatan  kawasan  dengan  muatan  substansi  

yang  dapat mencakup  hingga  penetapan  ketentuan  umum  zonasi peruntukkan.  

Penetapan  ketentuan  umum  zonasi  tersebut dimaksudkan  sebagai  

operasionalisasi  rencana  umum  tata ruang  dan  sebagai  dasar  penetapan  

indikasi  arahan  peraturan zonasi.  Ketentuan  umum  peraturan  zonasi  
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merupakan ketentuan  yang  mengatur  tentang  persyaratan  pemanfaatan ruang 

dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukkan. 

     Pengendalian  pemanfaatan  ruang  tersebut  dilakukan  pula melalui  

perizinan  pemanfaatan  ruang,  pemberian  insentif  dan disinsentif,  serta  

pengenaan  sanksi.  Perizinan  pemanfaatan ruang  dimaksudkan  sebagai  upaya  

penertiban  pemanfaatan ruang  sehingga  setiap  pemanfaatan  ruang  harus  

dilakukan sesuai  dengan  rencana  tata  ruang.  Izin  pemanfaatan  ruang diatur  

dan  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  sesuai dengan  kewenangannya  

masing-masing.  Pemanfaatan  ruang yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  

ruang,  baik  yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, 

dikenai sanksi  adminstratif,  sanksi  pidana,  dan/atau  sanksi  perdata sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

     Dalam peraturan daerah  pengenaan sanksi tidak hanya diberikan  kepada  

pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan perizinan pemanfaatan 

ruang, tetapi dikenakan pula kepada  pejabat  pemerintah  yang  berwenang   

menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

Sesuai  dengan  hal-hal  tersebut,  maka  untuk  mencapai tujuan  pemanfaatan  

ruang  wilayah  secara  optimal,  serasi, seimbang dan lestari, sehingga perlu 

dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan  Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Dharmasraya, agar tujuan dari penataan ruang tercapai, sehingga 

penulis mengangkat penelitian dengan judul Analisis Implementasi Rencana 

Pola Ruang Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2011-2017. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya dari tahun 

2011-2017? 

2. Bagaimana rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya tahun 2011? 

3. Bagaimana kesesuaian implementasi pola ruang dengan perencanaan pola 

ruang? 

4. Apakah penyebab dari ketidaksesuain antara perencanaan dengan 

implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya? 

C. Batasan Masalah  

      Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1.  Implementasi pembangunan keruangan di Kabupaten  Dharmasraya 

2. Penyebab terjadinya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara rencana 

dengan implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesesuaian antara rencana pola ruang yang terdapat pada 

RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dengan implementasi 

pembangunan ? 

2. Apa saja penyebab sesuai dan tidak sesuainya implementasi pembangunan 

dengan rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya? 
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E. Tujuan Penelitian 

     Mengacu pada batasan masalah yang diajukan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya 

2. Mengetahui peyebab ketidaksesuain antara perencanaan di RTRW dengan 

implementasi pola ruang Kabupaten Dharmasraya 

F. Manfaat Penelitian 

    Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Sains Pada 

Program Studi Geografi 

2. Memberi masukan kepada pemerintahan Kabupten Dharmasraya terhadap 

pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya agar sesuai dengan 

perencanaan maupun peruntukkannya 
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BAB II 
KERANGKA TEORI 

 

A.  Kajian Teori 

1.  Perencanaan 

  Perencanaan wilayah adalah Perencanaan penggunaan ruang wilayah dan 

perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah 

tercakup dalam kegiatan perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas  

pada ruang wilayah (terutama aktivitas ekonomi) tercakup dalam kegiatan 

perencanaan pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah 

maupun jangka pendek. 

  Perencanaan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

perencanaan fisik, perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial. Menurut 

Conyers dan Hill (Ahyuni:2016), perencanaan pembangunan didunia ketiga saat 

ini dikenal dua tipe perencanaan yaitu perencanaan ekonomi dan atau perencanaan 

pembangunan dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik termasuk didalamnya 

adalah perencanaan tata guna lahan, perencanaan wilayah dan kota yang biasanya 

terkait dengan pengalokasian ruang suatu wilayah. 

  Perencanaan pembangunan ekonomi adalah usaha yang mencerminkan 

pencapaian perkembangan sosial ekonomi yang mantap yang ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang positif, rencana peningkatan pendapatan per kapita, 

usaha untuk mengubah struktur ekonomi, usaha perluasan kesempatan kerja, 
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usaha pemerataan pembangunan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat serta 

usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

  Perencanaan fisik menurut Catanese dan Snyder (Ahyuni:2016) adalah 

proses penentuan distribusi spasial dari kondisi dan aktivitas manusia untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dikaitkan  dengan kesejahteraan 

masyarakat, maka dikenal istilah perencanaan sosial dengan lingkup yang terkait 

didalamnya yaitu perencanaan pelayanan sosial, perencanaan pada aspek-aspek 

sosial, dan perencanaan yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Proses 

kegiatan dari ketiga perencanaan tersebut terdiri dari: 

a) Keputusan untuk melakukan perencanaan 

b) Mengadakan kelembagaan perencanaan 

c) Merumuskan tujuan perencanaan 

d) Menentukan sasaran perencanaan 

e) Mengumpulkan dan menganalisi data 

f) Menemukan berbagai kemungkinan/alternatif tindakan 

g) Menilai setiap alternatif tindakan 

h) Memilih alternatif terbaik 

i) Implementasi 

j) Monitoring dan  evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah 

disrumuskan. 
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Proses perencanaan diatas dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 

Gambar 1 Proses Perencanaan 

                                                           sumber: (Ahyuni:2916) 

2. Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang  

     Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah 

“wujud fisik wilayah  dalam  dimensi  geografis  dan  geometris  yang  merupakan  

wadah  bagi manusia  dalam  melaksanakan  kegiatan  kehidupannya  dalam  suatu  

kualitas kehidupan  yang  layak”.Tata  ruang  adalah  wujud  struktur  ruang  dan  

pola ruang. Struktur  ruang  adalah  susunan  pusat-pusat  permukiman  dan  

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

     Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut 

Tujuan 
Perencanaan

Sasaran 
Perencanaan

mengumpulkan dan 
analisis

menemukan alternatif 
tidankan

Penilaian

Implementasi

Monitoring dan 
evalusai 

keseuaian

Keputusan melakukan 
perencanaan 

Lembaga Perencanaan 
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merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi 

Negara. Jadi, hukum penataan  ruang  menurut  Undang-Undang  Nomor  26  

Tahun  2007  yaitu  hukum yang berwujud struktur ruang (ialah sususnan pusat-

pusat pemukiman dan sistem jaringan  prasarana  dan  sarana  yang  berfungsi  

sebagai  pendukung  kegiatan D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. 

Pranata Pembangunan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. ekonomi  masyarakat  yang  secara  hierarkis  memiliki  

hubungan  fungsional)  dan  pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi  peruntukan ruang untuk  fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya 

a. Asas dan Tujuan Penataan Ruang 

      Menurut  Herman  Hermit “sebagaimana  asas  hukum  yang  paling  

utama  yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-

pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, 

termasuk UndangUndang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. 

Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  ditegaskan  

bahwa  penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 

1) Keterpaduan. 

           Keterpaduan  adalah  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan    

mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  yang  bersifat  lintas  sektor,  lintas 

wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, 

adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
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2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 

      Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola 

ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, Herman 

Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008. 

keseimbangan  pertumbuhan  dan  perkembangan  antar  daerah  serta  antara 

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

3) Keberlanjutan. 

     Keberlanjutan  adalah  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan 

menjamin  kelestarian  dan  kelangsungan  daya  dukung  dan  daya  tampung 

lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 

      Keberdayagunaan  dan  keberhasilgunaan  adalah  bahwa  penataan  ruang 

diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang 

terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang  yang berkualitas. 

5) Keterbukaan. 

     Keterbukaan  adalah  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan  dengan 

memberikan  akses  yang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

6) Kebersamaan dan kemitraan. 
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     Kebersamaan  dan  kemitraan  adalah  bahwa  penataan  ruang 

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

7)  Perlindungan kepentingan umum. 

     Perlindungan  kepentingan  umum  adalah  bahwa  penataan  ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

8)  Kepastian hukum dan keadilan. 

      Kepastian  hukum  dan  keadilan  adalah  bahwa  penataan  ruang 

diselenggarakan  dengan  berlandaskan  hukum/ketentuan  peraturan perundang-

undangan  dan  bahwa  penataan  ruang  dilaksanakan  dengan 

mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat  serta  melindungi  hak  dan 

kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

9) Akuntabilitas. 

     Akuntabilitas  adalah  bahwa  penyelenggaraan  penataan  ruang  dapat 

dipertanggungjawabkan,  baik  prosesnya,  pembiayaannya,  maupun hasilnya. 

b. Tujuan Penataan Ruang 

 Tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan 

ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang (20 tahun 

kedepan). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah yang selanjutnya akan dilanjutkan pada alokasi ruang 

wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi: 
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1) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan 

ruang wilayah kabupaten 

2) Memberikan arah bagi penyususunan indikasi program utama dalam 

RTRW Kabupaten 

3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten. 

c. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

 Kebijakanormulasik penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah 

tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah 

kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: 

1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah 

kabupaten 

2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang kabupaten 

3) Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam 

RTRW kabupaten 

4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten. 

3. Rencana Tata Ruang  

  Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang 

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Muatan rencana 

tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 
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a. Struktur Ruang 

  Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Rencana struktur ruang  meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana 

sistem jaringanprasarana. 

b. Rencana Pola Ruang 

 Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi 

peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

Peruntukan  kawasan  lindung  dan  kawasan  budi  daya meliputi peruntukan 

ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, 

dan keamanan.  

 Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:  

1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;  

2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;  

3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima 

tahunan untuk dua puluh tahun; dan  

4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah 

kabupaten.  
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Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:  

1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;  

2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;  

3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan 

lingkungan; dan  

4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.  

 Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 

merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana 

rincinya;  

1) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta 

rencana rincinya;  

2) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang 

berada di wilayah kabupaten bersangkutan;  

3) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang 

berbatasan;  

4) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas  

kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai berikut:  

1. Kawasan lindung yang terdiri atas: 

a) kawasan hutan lindung;  

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan 

air;  
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c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, 

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan 

sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal 

lainnya;  

d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: 

kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan 

lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam 

dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman 

nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata 

alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan;  

e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah 

longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan 

banjir;  

f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, 

kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan  

g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman 

buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian 

satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau 

biota laut yang dilindungi.  

2. Kawasan budidaya yang terdiri atas: 

a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan  
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b) peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan 

hutan produksi yang dapat dikonversi;  

c) kawasan hutan rakyat;  

d) kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan 

hortikultura;  

e) kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis 

komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;  

f) kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan 

pengolahan ikan;  

g) kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas 

bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;  

h) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan: 

peruntukan industri besar, industri sedang, dan industri rumah 

tangga;  

i) kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata 

buatan;  

j) kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan 

peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman 

perdesaan. sebagai kawasan budi daya maka permukiman 
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diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing 

permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya 

di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan 

sebagainya; dan  

k)  kawasan peruntukan lainnya. memuat kawasan-kawasan yang 

diprioritaskan pengembangannya dan kawasan-kawasan yang 

diprioritaskan untuk dilindungi fungsinya; jelas, realistis, dan dapat 

diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah 

kabupaten bersangkutan;  

 Mengikuti ketentuan pemetaan pola ruang wilayah kabupaten sebagai 

berikut:  

a. Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan rencana 

pola ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah provinsi yang 

ada di wilayah kabupaten;  

b. Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan deliniasi 

arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan dengan ketelitian peta 

skala minimum 1:50.000;  

c. Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten harus mengikuti 

ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang;  

d. Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu memuat sistem 

jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai; deliniasi kawasan lindung dan 

kawasan budi daya yang dipetakan dalam encana pola ruang kabupaten 
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dirinci sesuai dengan kawasan peruntukannya; rencana pola ruang wilayah 

kabupaten meliputi wilayah administrasi kabupaten yang meliputi ruang 

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi;  

e. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam 

beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks 

peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan 

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah 

kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi 

dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:50.000; 

dan  

f. Notasi penggambaran rencana pola ruang wilayah kabupaten harus 

mengikuti RTRWN dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan 

pemetaan rencana tata ruang  

g. Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam 

bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri; dan harus 

mengikuti peraturan perundang-undangan terkait. 

4. Rencana Pola Ruang Kabupaten 

 Rencana pola ruang kabupaten terdiri dari kawasan lindung dan kawasan 

budidaya. Kawasan dideliniasi berdasarkan karakteristik geografis yaitu hasil dari 

analisis yang telah dilakukan pada arahan fungsi kawasan, dan kemampuan lahan 

serta kesesuaian lahan pada skala 1:50.000. kawasan lebih perinci dideliniasi 

dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria untuk kawasan budidaya, pola-pola 

perkembangan ekonomi regional, dan mempertimbangkan pola ruang provinsi. 
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Langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan 

dalam merencanakan penggunaan lahan/pola ruang, yaitu: 

a) Peta penggunaan lahan eksisting sebagai pedoman untuk mengetahui guna 

lahan saat ini 

b) Analisis fungsi kawasan 

c) Analisis kemampuan lahan 

d) Analisis kesesuain lahan 

e) Geomorfologi wilayah 

f) Lahan kritis 

g) Peta sawah irigasi teknis yang harus dipertahankan 

h) Peta sebagaran bahan galian dan mineral 

i) Peta status lahan hutan dan non hutan 

j) Peta rawan bencana 

 Penentuan rencana pola ruang  terkait dari hasil analisis lainnya, yaitu hasil 

analisis ekonomi, perkembangan penduduk dan kecendrungan yang akan terjadi di 

masa yang akan datang (analisis lokal). 

5. Analisis Spasial 

 Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah 

hitungan  dan  evaluasi  logika  matematis  yang  dilakukan  dalam  rangka  

mencari atau  menemukan  hubungan  yang  terdapat  diantara  unsur-unsur  

geografis. Sementara itu, di pihak lain, detail mengenai teknik, jenis fungsi, 

evaluasi, logika, atau operator matematis yang digunakan di dalamnya akan 
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bergantung pada jenis atau tipe (query) analisis spasial itu sendiri (Prahasta, 

2009). 

 Salah satu analisis spasial dalam SIG yaitu  overlay.  Overlay adalah 

analisis spasial  esensial  yang  mengkombinasikan  data  layer/tematik  yang  

menjadi masukannya.  Teknis  analisis  spasial  pada  format  data  vektor  terbagi  

dalam  dua kelompok, yaitu intersect  dan union. Pada intersect, layer 2 akan 

memotong layer 1  untuk  menghasilkan  layer  output  yang  berisi  atribut-atribut  

baik  dari  tabel atribut milik  layer  1  maupun tabel atribut milik  layer  2. 

Sementara pada  union, analisis  spasial  akan  mengkombinasikan  unsur-unsur  

spasial  baik  yang  terdapat pada  layer  1  maupun  layer  2  untuk  menghasilkan  

layer  baru.  Layer  baru  yang dihasilkan  (output) akan berisi atribut yang  

berasal dari kedua tabel atribut yang menjadi masukannya  

B. Penelitian Relevan 

 Penelitian Nuribadah tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi 

Pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Aceh Sebagai Kawasan Strategis 

Nasional, yang meneliti tentang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategis 

pelestarian kawasan ekosistem leuser. 

 Penelitian Anis(2013) tentang Implementasi Perda No 13 tahun 2004 

Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota(RDTRK), Kotamadya Daerah Tingkat 

II Kotamadya Semarang BWK VII(Kecamatan Gunung Pati).  

Penelitian M. Sahid(2008) tentang Eavaluasi Penerapan Rencana Tata 

Ruang Resort Pariwisata Gilitrawang-Nusatenggara. Perbedaan penelitian ini 
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dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel yang 

diteliti dan tempet penelitian. Penelitian ini meliputi bagaimana Inplementasi Pola 

Ruang Kabupaten Dharmasraya  dari mulai direncanakan tahun 2011- 2017. 

C. Kerangka Konseptual 

     Ruang adalah wadah  yang meliputi  raung daratan, ruang lautan, dan ruang 

udara sebagai satu kesatuan  wilayah, tempat manusia dan makhlk lainnya hidup 

dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Didalam ruang 

terdapat berbagai aktivitas dan kepentingan, seperti kepentingan untuk hidup bagi 

manusia dan makhluk dimuka bumi, kepentingan untuk keberlanjutan lingkungan 

hidup, keberlanjutan budaya sampai ke kepentingan ekonomi. Sehingga dalam 

pemanfaatannya ruang ini perli diperhatikan agar tidak menimbbulkan dampak 

yang buruk bagi lingkungan, karena ruang ini erat kaitannya dengan lingkungan.  

 Agar ruang tidak menjadi dampak bagi kondisi lingkungan yang telah 

direncanakan, sehingga perlu kita tinjau kembali bagaimana implementasi dari 

poin-point yang telah direncanakan. Untuk lebih jelansya dapat dilihat pada 

gambar kerangka konseptual dibawah ini:  
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BAB V 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

tedahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan 

dalam RTRW, yakni kawasan perkebunan yang tidak termasuk dalam 

peta rencana Pola Ruang terdapat seluas 87.472 Ha, kawasan 

permukiman yang tidak termasuk dalam peta rencana pola ruang 

terdapat seluas 1.719 Ha, kawasan persawahan yang tidak termasuk 

dalam peta rencana pola ruang terdapat seluas 2.915 ha, kawasan 

pertanian lahan kering yang tidak termasuk dalam peta renca pola ruang 

terdapat seluas 8.853 Ha dan perencanaan kawasan hutan rakyat yang 

tumpang tindih dengan kawasan perizinan pertambangan PT Incasi di 

Kecamatan Asam Jujuhan. 

2. Alih fungsi lahan, dinamika pembangunan, kurangnya pengawasan 

pemerintah terhadap pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, satuan 

kerja perangkat daerah tidak terikat dengan RTRW, peta status tanah 

tidak menjadi pertimbangan dalam RTRW, dinas yang terkait dalam 

pembangunan tidak merujuk satu peta dalam pembangunan, kurangnya 

pemahaman masyarakat terkait peraturan pembangunan, pembangunan 

maupun peirizinan sudah dilakukan dan sudah diberikan sebelum 
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penyususnan RTRW. Hal ini yang menyebabkan terjadinya 

ketidaksesuain antara pembangunan dengan perencanaan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran demi perbaikan 

yang akan datang: 

1. Setelah kebijakan satu peta diberlakukan harapannya tidak terjadi lagi 

tumpang tindih dalam pembangunan, baik dalam hal perizinan maupun 

dalam hal pembangunan dilapangan. 

2. Satuan kerja perangkat daerah harapannya komitmen dengan kebijakan 

maupun perencanaan-perencanaan yang telah disusun dalam RTRW, 

tujuanya agar pembangunan kedepannya lebih terarah dan sesuai 

dengan perencanaan, sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan yang 

berdampak pada kerusakn lingkungan 
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